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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR  17  TAHUN  2006 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI PASAR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 

 

Menimbang : a. bahwa retribusi pasar merupakan objek Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang potensial untuk menunjang penerimaan di bidang 
retribusi daerah; 

 
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
34 Tahun 2000; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Pasar; 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4948); 

 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4268); 
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4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom                
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Tahun 2005 Nomor 3); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 

dan 
 

BUPATI BANGKA TENGAH 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 
PASAR. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

perpajakan daerah dan/atau retribusi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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5. Pasar adalah segenap pelataran, baik yang beratap maupun yang 
tidak beratap yang dipergunakan oleh orang atau badan atau 
pedagang, untuk perdagangan/menjadi barang atau jasa. 

 
6. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa yang 
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten atas 
penggunaan pemanfaatan tempat berjualan di pasar berbagai jenis 
barang atau jasa. 

7. Jasa Usaha Pasar adalah segala fasilitas yang disediakan oleh 
Pemerintah Kabupaten untuk menunjang kegiatan jual beli. 

8. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk 
melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 

9. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah 
atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi 
yang terutang. 

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi 
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.  

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang 
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih 
besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang 
terutang. 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil selanjutnya disingkat 
SKRDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi 
yang terutang sama besarnya dengan kredit retribusi, atau retribusi 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat Keputusan untuk melakukan tagihan retribusi atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

 
 

BAB II 
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

 
Pasal 2 

 
(1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas penggunaan 

fasilitas berjualan di Pasar 
 
(2) Objek Retribusi adalah pelayanan atau fasilitas yang sediakan oleh 

Pemerintah Daerah untuk Berjualan diwilayah Kabupaten Bangka 
Tengah. 
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(3) Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang 
menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum dari 
Pemerintah Kabupaten selanjutnya barang yang diperlukan untuk 
berjualan. 

 
 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

 
Pasal 3 

 
Retribusi Pasar termasuk Golongan Retribusi Umum 

 
 

 
BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
 

Pasal 4 
 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha  dan fasilitas 
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 
 

 
BAB  V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal 5 

 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya 
didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan 
pantas diterima oleh pengusahaan swasta beroperasi secara efisien 
dan berorientasi pada harga. 

 
 

BAB  VI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal  6 

 
Atas pemakaian jasa usaha pasar digunakan retribusi perhari : 
a. peralatan pasar yang tidak beratap   Rp. 1.000,- (seribu rupiah); 
b. peralatan pasar yang beratap perunit  Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 
c. petak toko perunit   Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); 

dan  
d. departement store   Rp.10.000,-(sepuluh ribu 

rupiah) 
 
 

BAB VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

 
Pasar 7 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat  pelayanan  
pasar  diberikan. 
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BAB VIII 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

 
Pasal 8 

 
Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan 
oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi 
terutang . 
 
 

Pasal 9 
 

Saat terutangnya retribusi adalah saat diterbitkannya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 
 

 

BAB IX 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

 
Pasal 10 

 
(1) Pemungutan  retribusi tidak  dapat diborongkan. 

 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 
 

BAB X 
INSTANSI PEMUNGUT 

 
Pasal 11 

 
Instansi pemungut ditetapkan oleh Bupati. 

 
 

BAB XI 
TATA CARA PEMBAYARAN 

 
Pasal 12 

 
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang  harus dilunasi sekaligus. 
 
(2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 

sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
 
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi 

diatur dengan Keputusan Bupati. 
 
 

BAB XII 
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 

 
Pasal 13 

 
(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis 

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi 
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 
pembayaran. 
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(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 

Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus 
melunasi retribusinya yang terutang. 

 
(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan 

oleh pejabat yang ditunjuk. 
              
 

Pasal 14 

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan 
penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1), ditetapkan oleh Bupati. 

 
 

BAB XIII 
KEDALUWARSA PENAGIHAN 

 
Pasal  15 

 
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah 

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya 
retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak  pidana 
dibidang retribusi. 

 
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tertangguhnya apabila : 
a. ditetapkan Surat Teguran, atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik 

langsung maupun tidak langsung. 
 
 

BAB XIV 
PENYIDIKAN 

 
Pasal 16 

 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah 

Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. 

 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi 
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap 
dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan  sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi 
daerah; 
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d. memeriksa buku-buku catatan-catatan, dan dokumen-dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada hurup e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
retribusi daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut 
hukum yang dipertanggungjawabkan. 

 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana. 

 
 

BAB XV 
SANKSI ADMINITRASI 

 
Pasal 17 

 
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% 
(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang 
dibayar  dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

 

 

BAB XIV 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 18 

 
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 
6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah 
retribusi terutang. 

 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah 

pelanggaran. 
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BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 19 

 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh 
Bupati.  

 
 

Pasal 20 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundang 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah.  

  
 

Disahkan di    Koba 
pada tanggal 6 November 2006 

  
BUPATI BANGKA TENGAH, 
 
 

                  Cap/Dto 
 

                    ABU HANIFAH  
 
 

Diundangkan di Koba 
pada tanggal 8 November 2006 
 
        
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA TENGAH, 
 
Cap/Dto 
 
UMAR MANSYUR 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR  23      
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